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ABSTRAK

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan demi terwujudnya perizinan
yang lebih cepat, murah, mudah dan terintegarasi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota
Ambon sebagai penyedia layanan jasa perizinan di Pemerintah Kota Ambon mempunyai
peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Namun, kenyataannya Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Ambon selama ini dirasakan belum memuaskan. Oleh karena itu,
penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan khususnya Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Ambon serta merumuskan startegi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
dengan menggunakan ananlisis SWOT dan Litmus Test. Penelitian merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan ekploratif, dimana pengumpulan data menggunakan metode
triangulasi data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teori Kualitas Pelayanan dari Zeithaml dengan indikator yakni Tangible
(berwujud), Reability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan),
Emphaty (empati).Berdasarakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perizinan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) belum dapat memenuhi harapan masyarakat, dilihat
dari waktu pelayanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, yang belum
maksimal dalam mendukung proses pelayanan perizinan. Selain itu, sistem pelayanan
perizinan online yang belum dapat dimanfaatkan masyarakat dan belum terintegrasinya
pelayanan perizinan serta pengembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan yang
belum optimal.
Kata Kunci: Strategi, Kualitas Pelayanan, dan Perizinan.

PENDAHULUAN
Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon bertujuan untuk mengurangkan
beban kerja birokrasi, dan meningkatkan citra positif pemerintah Kota Ambon di masyarakat
terutama dalam hal pelayanan perizinan. Di mana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan
untuk mempermudah proses perizinan dengan alur yang lebih singkat dan hanya berproses
pada satu tempat saja sesuai dengan mekanisme pelayanan perizinan dan non Perizinan di
Dinas Pelayanan Modal dan PTSP Kota Ambon yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota
Ambon No. 229 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon.

Namun pada kenyataanya pelayanan bidang perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
belum maksimal hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan
bapak Sarif Djabir (masyarakat) menyatakan bahwa: “dalam pelayanan perizinan SIUP yang
dimana pemohon harus terlebih dahulu mengurus rekomendasi pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebelum memasukan berkas permohonan perizinan dan kemudian kembali
mengurus surat rekomendasi dari Kantor Pemadam Kebakaran. Hal ini menyebabkan
prosesnya menjadi panjang dan tidak efisien padahal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
seharusnya dapat memudahkan masyarakat untuk berproses di satu tempat saja. Selanjutnya,
setelah berkas yang dibutuhkan telah lengkap dan diserahkan kepada bagian Front Office
yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon,
pemohon masih harus menunggu, karena petugas dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon harus menyurati kepada instansi terkait hal ini
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Dinas Perindustrian Kota Ambob sebagai instansi teknis untuk melakukan survey ke lokasi
tersebut, yang mengindikasikan bahwa tidak berjalannya UPT yang ada di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon. Hal ini tentu saja akan memakan
waktu dan dapat menghambat proses pelayanan.”

Berdasarkan jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon sejak tahun 2014 hingga
2016 terjadi kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada sumber:
Data di Olah Peneliti Dari DPMPTSP Kota Ambon Tahun 2018.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan kualitas pelayanan perizinan di
Kota Ambon, maka Pemerintah Kota Ambon menerapkan Sistem Pelayanan Perizinan
Terpadu secara online (SIMANTAP) untuk mempermudah pengurusan perizinan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Informasi Komuniskasi dan Persediaan Kota
Ambon, Johanis Latumahina (9 Maret 2017) bahwa: “Sistem ini diterapkan guna membantu
masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinan pelayanan pajak, retribusi, maupun
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online tanpa harus berurusan ke kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ia menjelaskan,
seluruh proses perizinan dan invetasi dilakukan secara online melalui website
www.simantaponline.ambon.go.id, sehingga masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak
perlu mendatangi kantor DPMPTSP Ambon. Penerapan sistem secara online telah dimulai
sejak 2016 sehingga tidak ada lagi pelayanan tatap muka, serta menghindari pungutan liar
yang dilakukan oknum petugas maupun pihak ketiga atau calo"

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dipastikan sejak tahun 2016 penerapan sistem ini telah
dilaksanakan, namun pada kenyataannya sistem ini belum berjalan. Hal ini berdasarkan
wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas Front Office (Elvira Latuheru) pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon yang menyatakan bahwa: “petugas masih
melayani pengurusan izin kepada masyarakat secara langsung, dimana masyarakat bisa datang
langsung ke kantor DPMPTSP Kota Ambon dengan membawa berkas-berkas yang sudah
terlebih dahulu dilengkapi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada, karena sistem
tersebut pun belum digunakan hingga saat ini “

Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Bachmid tentang Efektivitas Organisasi
Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Ambon, ditemukan bahwa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon Tahun 2016
No Pengaduan dan Keluhan Masyarakat Jumlah
1. Waktu Pelayanan Yang Lama 34
2. Urusan Yang Berbelit 27
3. Pegawai Yang Tidak Ada 7
4. Blangko Perizinan Habis 3
5. Sikap Pegawai Yang Tidak Ramah 10
6. Adanya Calo 2

Jumlah Keseluruhan 83
Sumber: data diolah dari penelitian sebelumnya tahun 2018.
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Dengan demikian berdasrakan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul
“StrategiPeningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Perizinan padaDinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Pelayanan bidang Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon telah memenuhi standar kualitas pelayanan
pada masyarakat, yang pada akhinya memberikan kepuasan kepada masyarakat maupun
pemohon sebagai pengguna layanan perizinan yang ada di Kota Ambon. Peneliti
menggunakan teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml (1991:110) yang
terdiri dari: Tangible (terlihat/terjamah), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Tanggap),
Assurance (Jaminan) dan Emphaty (Empati).
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan telaahan dari dokumen-dokumen ditemukan
faktor-faktor pendukung dan penghambat peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon. Secara detailnya diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor Mekanisme Pelayanan

2. Faktor Pendelegasian Wewenang dari Walikota Ambon kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon.

3. Kebijakan Pemerintah Kota Ambon yakni 1001 Inovasi Pelayanan Publik.

4. Faktor Pengawasan

Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama penelitian di lapangan dengan
menelaah dokumen ditemukan faktor penghambat peningkatan kualitas pelayanan perizinan
di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

2. Faktotr Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur

3. Faktor Kelembagaan

4. Faktor Sarana dan Prasarana

5. Faktor Sumber Daya Keuangan

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal (strengths and weaknesses) dan analisis
faktor eksternal (opportunies and Threats) didapatkan 10 (sepuluh) alternatif strategi dalam
meningkatkan kualitas pelayanan bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Ambon Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk Membuat Kebijakan-Kebijakan yang
Mempermudah Pelayanan Perizinan.

2. Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk melakukan penyederhanaan proses
pelayanan perizinan.

3. Mengefektifkan peran UPT DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan
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perizinan.
4. Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk dapat mengembangkan e-government yang

ada guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

5. Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk meningkatakan saranan dan prasarana
penunjang dalam proses pelayanan perizinan.

6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota
Ambon untuk mengoptimalkan sistem SMS Gateway.

7. Membuat peraturan tentang peran, tugas dan fungsi UPT di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerjasama
dengan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon untuk
mengembangkan Simantap Online agar dapat diakses oleh masyarakat/pengguna
layanan.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan perizinan khusunya pada bidang pelayanan pelayanan perizinan
Surat Izin Usaha Perdaganagan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon Provinsi Maluku dapat dilihat dari 5
(lima) dimensi yaitu 1) Tangible (Terlihat/terjamah), 2) Reliability (kehandalan), 3)
Resposiveness (Tanggap), 4) Assurance (Jaminan), 5) Empathy (Empati).

2. Faktor-faktor peningkatan kualitas pelayanan perizinan yakni:

1) Mekanisme pelayanan yang jelas dan baku di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon.

2) Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam Inovasi Pelayanan Publik.

3) Faktor pengawasan baik internal maupun eksternal.

Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat peningkatan kualitas pelayanan bidang perizinan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon
adalah sebagai berikut:

1) Faktor minimnya sumber daya manusia yang dimiliki.

2) Faktor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang.

3) Tidak adanya peran UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon.

4) Faktor saranan dan prasarana penunjang pelayanan,

5) Faktor Anggaran

3. Kebijakan dan strategi yang peningkatan kualitas pelayannan perizinan yang sifatnya
sangat strategis dan mendesak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk Membuat Kebijakan-Kebijakan yang
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Mempermudah Pelayanan Perizinan.
2) Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk melakukan penyederhanaan proses

pelayanan perizinan.

3) Mengefektifkan peran UPT DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan.

4) Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk dapat mengembangkan e-government
yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

5) Mendorong DPMPTSP Kota Ambon untuk meningkatakan saranan dan prasarana
penunjang dalam proses pelayanan perizinan.

6) Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Kota Ambon untuk mengoptimalkan sistem SMS Gateway.

7) Membuat peraturan tentang peran, tugas dan fungsi UPT di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon.

8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Ambon
untuk mengembangkan Simantap Online agar dapat diakses oleh
masyarakat/pengguna layanan.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan pelaksanaan pelayanan bidang perizinan khususnya Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Ambon, adapun hal-hal yang perlu disarankan maupun direkomendasikan
adalah sebagai berikut:

1. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayana bidang perizinan khusunya pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon hal yang harus dilakukan adalah dengan
memperpendek jalur koordinasi dengan cara mengintegrasikan pelayanan dengan
membuat loket pelayanan terpadu yang menangani pelayanan rekomendasi-
rekomendasi dari instansi teknis dalam proses pembuatan Surat Izin Usaha
Perdaagangan (SIUP). Serta mengefektifkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Ambon.

2. Pengoptimalan anggaran yakni dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk
perbaikan sarana dan prasarana serta perngembangan dan perbaikan teknologi yang
sudah ada. Pengoptimalan anggaran dapat dilakukan bertahap sesuai dengan
kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon

3. Menentukan prioritas dalam pengembangan teknologi yang ada dengan dengan
mengembangkan SIMANTAP Online agar dapat digunakan oleh masyarakat,
mengotimalkan e-sign, serta memperbaiki sistem SMS Gateway.
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